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Abstrak 
Instrumen penilaian kinerja fungsi pengawasan memperlihatkan beberapa aspek antara lain 
penentuan standar, ukuran pelaksanaan, perbandingan dengan realita, dan perbaikan 
penyimpangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli merupakan lembaga yang 
mengawasi serta sebagai implementor dari program pemerintah yaitu bantuan operasional 
sekolah. Tulisan ini tentang fungsi pengawasan bantuan operasional sekolah pada dinas 
pendidikan dan kebudayaan kabupaten tolitoli. Menggunakan metode kualitatif, dengan teknik 
sumber data dan informan yakni manajer dana BOS,staf operasional, tim pengawas, kepala 
sekolah, dan bendahara khusus di sekolah. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi pengawasan 
bantuan operasional sekolah pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tolitoli belum 
berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya : 
pertama, dari sisi standar bagi pengawasan, buku petunjuk teknis atau juknis adalah tolak ukur 
dalam melakukan pengawasan tapi masih banyak sekolah yang belum mengerti akan standar 
pengawasan menurut juknis. Kedua, dari sisi ukuran pelaksanaan yaitu sumber daya manusia 
sebagai pengelola pelaksanaan program belum maksimal melakukan monitoring. Ketiga, dari sisi 
perbandingan pelaksanaan dengan standar peneliti menemukan bahwa pengawasan dana BOS 
yang telah ditentukan berdasarkan juknis bisa dikatakan berat dan belum memenuhi syarat dan 
tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Keempat, dari sisi mekanisme perbaikan penyimpangan 
kesalahan yang terjadi di sekolah-sekolah di karenakan kurangnya pemahaman tentang prosedur 
pembuatan LPJ, dan keberhasilan program bantuan operasional sekolah sangat tergantung pada 
kemampuan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menemukan bahwa fungsi pengawasan 
belum bantuan operasional sekolah di kabupaten tolitoli belum berfungsi secara baik.  
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Pemerintah mempunyai kewajiban 
untuk membiayai pendidikan warga 
negaranya seperti tercantum dalam Undang-
undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. Oleh 
karena itu, sejak juli Tahun 2005 Program 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah 
program pemerintah yang pada dasarnya 
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 
nonpersonalia bagi Sekolah Dasar sebagai 
pelaksana program wajib belajar. Selain itu, 
latar belakang munculnya program ini yaitu 
untuk memperbaiki kondisi pendidikan 
nasional  hal ini untuk membantu pemerintah  
daerah mewujudkan peningkatan mutu 
pendidikan bagi masyarakat yang lebih 
berkualitas. 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah, menjelaskan 
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secara umum program BOS bertujuan untuk 
meringankan beban masyarakat terhadap 
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib 
belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, 
serta berperan dalam mempercepat 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) pada sekolah yang belum memenuhi 
SPM, dan pencapaian Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah 
memenuhi SPM. 
Hal ini untuk membantu pemerintah 
daerah mewujudkan peningkatan mutu 
pendidikan dan meringankan beban biaya 
pendidikan dan meringankan beban biaya 
pendidikan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 
Dari total anggaran belanja sebesar Rp.2.220 
triliun pada anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, 
pemerintah sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) Tahun Anggran 2018 (tautan : 
Perpres Nomor 107 Tahun 2017-Batang 
Tubuh) telah mengalokasikan Rp 444,131 
triliun untuk pendidikan. Anggaran tersebut 
terdiri atas: 1. Anggaran Pendidikan melalui 
belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 149,680 
triliun; 2. Anggaran Pendidikan melalui 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp 279,450 triliun; dan 3. Anggaran 
Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp 
15 triliun.  
 
Adapun Anggaran Pendidikan yang 
dialokasikan melalui transfer ke Daerah: 1. 
Dana alokasi umum (DAU) yang diperkirakan 
untuk anggaran pendidikan sebesar Rp 
153,228 triliun; 2. Dana Transfer Khusus 
sebesar Rp 121,404 triliun dan, 3. Otonomi 
Khusus (otsus) yang diperkirakan untuk 
anggaran pendidikan sebesar Rp 4,817 triliun. 
Mengenai Dana Transfer Khusus sebesar Rp 
121,404 triliun itu terdiri atas: a. Dana 
Alokasi Khusus Dak Fisik Rp 9,137 triliun; b. 
Dak Pendidikan Rp 112,266 triliun, yang 
terdiri atas: 1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) 
PNSD Rp 58,293 triliun; 2. Dana Tambahan 
Penghasilan Guru(DTPG) PNSD Rp 978,110 
miliar, 3. Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) Rp 46,695 triliun; 4. Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 
Rp 4,070 triliun. 
Sedangkan anggaran pendidikan 
melalui pembiayaan terdiri dari : a. Dana 
Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar 
Rp 5 triliun, dan 2. Dana Pendidikan melalui 
SWF sebesar Rp 10 triliun.  
Besar biaya satuan BOS yang diterima 
oleh sekolah termasuk untuk Bantuan 
Operasional Buku, dihitung berdasarkan 
jumlah peserta didik pada sekolah yang 
bersangkutan 
Satuan biaya BOS untuk : 
1. SD/SDLB   :Rp 800.000,-
/peserta didik/tahun 
2. SMP/SMPLB  :Rp 1.000.000,-
/peserta didik/tahun 
3. SMA/SMALB/SMK :Rp 1.400.000,-
/peserta didik/tahun 
 
Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten 
Tolitoli menurut Data Pokok Pendidikan 
Dasar dan Menengah semester ganjil 
2018/2019    ialah : 
1. Sekolah Negeri : 297/ 10 Kecamatan 
2. Sekolah Swasta : 26/10 Kecamatan 
Sudah tergabung dari 
SD,SMP,SMA,SMK,SLB , jadi jumlah 
keseluruhan yaitu 323 sekolah. 
 
Program Bantuan Operasional Sekolah 
adalah program pemerintah yang pada 
dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan 
biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksana program 
wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008, 
yang dimaksud dengan “biaya nonpersonalia” 
adalah biaya untuk bahan atau peralatan 
pendidikan habis pakai, dan biaya tak 
langsung berupa daya,air jasa telekomunikasi, 
pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 





lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan 
lain-lain. 
Program Bantuan Operasional sekolah 
bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan 
dalam rangka wajib belajar 9 tahun (Sembilan 
Tahun) yang bermutu, membebaskan 
pungutan bagi seluruh peserta didik SD 
Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya 
operasi sekolah, membebaskan pungutan 
seluruh peserta didik miskin dari seluruh 
pungutan dalam bentuk apapun baik disekolah 
negeri ataupun swasta, dan meringankan 
beban biaya operasi sekolah bagi peserta 
didik di sekolah swasta. 
Prioritas utama penggunaan dana 
bantuan operasional sekolah adalah untuk 
kegiatan operasional sekolah (Permendikbud 
NO.76 Tahun 2017). Kemendiknas mulai 
menggunakan mekanisme baru penyaluran 
dana Bantuan Operasional Sekolah tidak lagi 
langsung ditansfer dari bendahara negara ke 
rekening sekolah, tetapi di transfer ke kas 
APBD selanjutnya ke rekening sekolah. 
Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini 
bertujuan untuk memberikan kewenangan 
lebih besar kepada pemerintah daerah dalam 
penyaluran dana bantuan operasional sekolah 
dengan cara ini, diharapkan pengelolaan 
menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan 
tak ada penyelewengan. Mungkinkah itu? 
Atau sebaliknya, dana BOS lambat ditransfer, 
dipotong, atau malah memunculkan 
penyelewengan dengan modus baru. 
Harus diakui, masalah utama dana 
bantuan operasional terletak pada lambatnya 
penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolag 
yang tidak transparan. Selama ini, 
keterlambatan transfer terjadi karena berbagai 
faktor, seperti keterlambatan transfer oleh 
pemerintah pusat dan lamanya keluar surat 
pengantar pencairan dana oleh tim manajer 
dana BOS daerah. 
Tidak hanya itu masalah keterlambatan 
penyaluran dana bantuan operasional sekolah 
terjadi di banyak daerah di indonesia salah 
satunya juga terjadi di Kabupaten Tolitoli. 
Contohnya di tahun 2016, sebanyak 43 dari 
290 sekolah di Kabupaten Tolitoli Sulawesi 
Tengah tidak dapat mencairkan dana BOS 
Triwulan II Tahun 2016 karena maslaah 
administratif. 
Menurut manager BOS Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Tolitoli, tersendatnya pencairan tersebut 
disebabkan karena sekolah-sekolah tersebut 
belum memasukan laporan 
pertanggungjwaban (LPJ) penggunaan dana 
BOS Triwulan I. 
Terjadinya masalah tentang dana BOS 
juga pernah dilakukan oleh Kepala Dinas 
Pendidikan pemuda dan olahraga kab.tolitoli. 
dugaan korupsi tersebut di perkirakan 
merugikan negara sekitar setengah milyar 
rupiah, selain kepala Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga kab.tolitoli, kasus 
tersebut juga menyeret mantan manager Dana 
BOS Kabupaten Tolitoli. 
Penyebab utama maraknya 
penyelewengan dana BOS adalah minimnya 
partisipasi dan transparansi publik dalam 
pengelolaan. Pengelolaan dana BOS selama 
ini mutlak dalam kendali kepsek tanpa 
keterlibatan warga sekolah, seperti orang tua 
murid, komite sekolah, guru dan masyarakat 
sekitar sekolah. Partisipasi warga sekolah 
dibatasi biaya hanya dalam urusan 
pembayaran uang sekolah. Di luar urusan 
tersebut, warga sekolah tidak boleh ikut 
campur. 
Pemahaman pihak sekolah baik 
SD,SMP maupun SLTA dan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten 
Tolitoli atas partisipasi publik ini perlu 
diluruskan partisipaso publik merupakan 
syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana 
pendidikan. Partisipasi publik harus 
senantiasa di munculkan, bahkan 
dilembagakan, sampai pada tingkat 
pengambilan keputusan kebijakan strategis 
sekolah. 
Warga sekolah seharusnya berperan 
menentukan kondisi masa depan sekolah lima 
atau sepuluh tahun mendatang. Oleh karena 
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itu, merekaa juga di dorong untuk terlibat 
merumuskan kebijakan sekolah mulai 
perncanaan, pengalokasian, sampai 
pengelolaan anggaran sekolah. 
Lebih dari itu, warga sekolah dapat 
mencermati pengelolaan dana sekolah lebih 
dalam. Warga sekolah dapat mencermati 
pengelolaan dana sekolah lebih dalam. Warga 
sekolah dapat melihat seluruh dokumen 
pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. 
Hal ini dimungkinkan karena Komisi 
Informasi Pusat telah memutuskan dokumen 
SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka 
sepanjang telah di periksa oleh lembaga 
pemeriksa dan di sampaikan kepada lembaga 
perwakilan. 
Pengawasan merupakan fungsi 
manajemen yang mempunyai hubungan yang 
erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, 
terutama dengan fungsi perencanaan. 
Demikian erat hubungan antara pengawasan 
dengan perencanaan, sehingga Harold Koontz 
dan Cyrill O’Donnell mengatakan, bahwa 
planning dan controling are two sides of the 
same coin.  
Fungsi merupakan sekelompok aktivitas 
yang tergolong pada jenis yan sama 
berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun 
pertimbangan lainnya. Definisi tersebut 
memilki persepsi yang sama dengan definisi 
fungsi menurut Sutarto dalam (Nining 
Haslinda Zainal(2008:22), yaitu Fungsi 
adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 
hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 
oleh seorang pegawai tertentu yang masing-
masing berdasarkan sekelompok aktivitas 
sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. 
Sedangkan pengertian singkat dari 
definisi fungsi menurut Moekijat dalam 
Nining Halinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi 
adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu 
tugas tertentu. 
Sedangkan pengawasan menurut Harold 
kootz yang dikutip oleh Sukarna, bahwa 
fungsi pengawasan manajemen ada 5 (lima) 
yaitu planning (perencanaan), organizing 
(organisasi), staffing (penyusunan personalia), 
actuating (penggerakan), dan controlling 
(pengawasan). 
Fungsi pengawasan itu sendiri adalah 
suatu fungsi dimana tindakan atau proses 
kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk 
kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga 
agar pelaksanaan berbeda dengan rencana 
yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik 
apapun rencana yang telah ditetapkan, juga 
tetap memerlukan pengawasan. 
Oleh sebab itu diantara perencanaan dan 
pengawasan mempunyai hubungan sangat 
erat, diibaratkan seperti kedua sisi mata uang 
yang sama, dan semua fungsi-fungsi dari 
manajemen mempunyai hubungan yang 
saling terkait. “Pengawasan membantu 
penilaian apakah perencanaan, 
pengorganisasian, penyusunan 
personalia,pengarahan dan pengawasan telah 
dilaksanakan secara efektif dan fungsi 
pengawasan itu sendiri harus diawasi”. 
Menurut G.R. Terry dalam bukunya 
”Principles Management” “Fungsi 
pengawasan adalah proses penentuan apa 
yang harus dicapai, yaitu standart apa yang 
sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 
pelaksanaan dan bila mana perlu melakukan 
perbaikan-perbaiakan sehingga sesuai dengan 
rencana yaitu selaras dengan standard”. 
Dalam pelaksanaan Kebijakan 
Pemerintah tentang dana BOS harus di 
butuhkan pengawasan , Pengertian 
Pengawasan menurut George R. Terry dalam 
buku Asas-asas Manajemen (1999:110):  
“Pengawasan adalah proses untuk 
mendeterminasi apa yang akan 
dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan 
dan bilamana perlu menerapkan 
tindakan-tindakan koreksi hingga 
pelaksanaan sesuai dengan rencana”. 
Pengawasan kegiatan menajemen yang 
berkaitan dengan pemerikasaan untuk 
menentukan apakah pelaksanaannya sudah 
dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah 
sejauh mana kemajuan serta melakukan 
koreksi bagi pelaksanaan sesuai rencana.  





Dalam bukunya “Dasar-Dasar 
Manajemen” Manullang mengartikan” fungsi 
pengawasan ialah suatu proses untuk 
menetapkan pekerjaan apa yang sudah 
dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila 
perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. 
Berkaitan dengan itu Menurut George 
R.Terry dalam (Sukarna,2011:116) Proses 
Pengawasan yaitu : 
1. Determining the standart or basis for 
control (menentukan standart atau 
dasar bagi pengawasan. 
2. Measuring the perfoemance (ukuran 
pelaksanaan) 
3. Comparing performance with the 
standard and ascerting the 
difference, it any (bandingkan 
pelaksanaan dengan standar  dan 
temukan jika ada perbedaan) 
4. Correcting the deviation by means of 
remedial action (perbaiki 
penyimpangan dengan cara-cara 
tindakan yang tepat). 
 
METODE  
Jenis Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. 
Analisis data yang digunakan dalam 
model yang dikembangkan oleh Miles, 
Huberman dan Saldana, dengan 
pertimbangan, bahwa ,model analisis data 
yang ini yang paling tepat karena menurut 
Miles, Huberman, dan Saldana , analissi data 
dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 
saat pengumpulan data yang berlangsung, dan 
setelah selesai pengumpulan data 
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 
data dalam periode tertentu. Teknik analisis 
data ini menggunakan metode wawancara dan 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
suatu organisasi yang berasal dari pihak lain 
yang telah mengumpulkan dan mengelolanya, 
dalam hal ini adalah data yang telah ada yang 
penulis peroleh dari kantor Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Standar bagi pengawasan BOS 
Menurut salah satu  informan dan di 
dukung oleh data sekunder yang di temukan 
bahwa “mengenai standar  pengawasan yang 
di lakukan dari dinas pendidikan  dan 
kebudayaan kab. Toli toli sudah sesuai dengan 
prosedur yang seharusnya telah di tetapkan 
oleh menteri pendidikan dan  kebudayaan 
kab.tolitoli dalam Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana BOS. 
Buku Petunjuk Teknis atau juknis 
adalah tolak ukur dalam melakukan 
pengawasan Dalam hal ini, selain juknis 
sebagai alat ukur, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan juga mempunyai 3 kategori 
standar dalam melakukan pengawasan yaitu 
kategori berat, kategori sedang dan kateegori 
ringan. Tingkatan tersebut sesuai dengan 
tingkatan kesesuaian laporan dengan petunjuk 
teknis (Juknis). 
 
Ukuran Pelaksanaan Pengawasan  
Pengawasan Dana BOS yang dilakukan 
tim monitoring dana BOS ke sekolah-sekolah, 
tidak sering dilakukan dan tidak terjadwalkan 
dengan baik. Kendala yang timbul tersebut 
tidak lain terjadi karena kurangnya Dana 
Monitoring untuk Tim Monitoring Dana BOS 
Kab.Tolitoli. Masalah-masalah yang terjadi 
disekolah sebenarnya dapat diselesaikan 
seperti tertera di juknis sebagai tugas dan 
tanggung jawab Tim BOS kabupaten/kota. 
Permasalahan yang timbul dapat diselesaikan 
dengan cara melatih,membimbing, dan 
mendorong sekolah pada jenjang pendidikan 
dasar untuk memasukan data pokok 
pendidikan dalam sistem pendataan yang 
telah disediakan oleh kementrian pendidikan 
dan kebudayaan. 
 
Perbandingan Pelaksanaan dengan 
standar 
Perbandingan hasil pengukuran dan 
standar pengawasan dana BOS sekolah di     
kabupaten tolitoli yang telah ditentukan 
333 Katalogis, Volume 7 Nomor 4 Desember 2019 hlm 328-334          ISSN: 2302-2019 
 
berdasarkan juknis bisa dikatakan berat dan 
belum memenuhi syarat dan tidak sesuai 
dengan petunjuk teknis bantuan operasional 
sekolah. Begitu banyak kesalahan yang terjadi 
baik dari Dinas yaitu kurangnya pengawasan 
dan sosialissasi dilakukan oleh Tim BOS 
Kabupaten, sedangkan kesalahan  dari Tim 
BOS sekolah yaitu kurangnya pemahaman 
terhadap juknis, kurangnya bukti yang 
seharusnya dilampirkan seperti Fotocopy 
dokumen, gambar/foto bukti yang sama di 
setiap laporan pertanggung jawaban, dan 
perhitungan jumlah data yang masuk dalam 
Dapodik tidak sesuai dengan kondisi real di 
sekolah. 
 
Mekanisme Perbaiki Penyimpangan  
Tindakan koreksi yang dilakukan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Tolitoli dalam 
pengawasan Dana BOS setelah menemukan 
adanya kesalahan yaitu dengan memberikan 
waktu untuk memperbaiki dahulu. Setelah 
dilakukan perbaikan, maka dilakukan 
pengecekan terhadap kesesuaian dengan 
juknis. Selain itu terdapat teguran tertulis dan 
intinya di ingatkan untuk memperbaiki dan 
tidak mengulangi nya lagi seperti yang di 
katakan Bapak Taufik,SE selaku manajer 
Dana BOS Tolitoli. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan yang sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan 
penelitian ini teori pengawasan G.R Terry  
yaitu  Menentukan standar bagi pengawasan, 
Ukuran pelaksanaan, Perbandingan 
pelaksanaan dan standar, Mekanisme 
perbaikan penyimpangan adalah belum 
berfungsi secara baik. Keadaan tersebut dapat 
dilihat  memahami pemeriksaan, pengujian 
hingga penyelidikan, ternyata belum cukup 
efektif. 
Selain itu, peningkatan Kinerja staf Tim 
Manajemen BOS daerah kabupaten Tolitoli 
dalam  melakukan pengawasan terhadap Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum 
optimal. Sedangkan  aspek tujuan yang ingin 
dicapai menunjukan hasil yang lumayan baik 
meskipun penyalurannya terlambat. 
Terkait dengan faktor penghambat penyaluran 
dana BOS di wilayah Kabupaten Tolitoli  
adalah : 
1. Pada tata kelola sering terjadi 
keterlambatan akibat SDM yang kurang 
memahami tentang      pengelolaan LPJ 
serta prosedur pencairan Dana BOS 
2. Kurangnya pengawasan serta 
keterlambatan dana Bantuan operasional 




1. Para Para stakeholder yang terlibat dalam 
penyaluran dana bantuan operasional 
sekolah (BOS)untuk dapat melihat hal-hal 
apa yang menjadi penyebab keterlambatan 
penyaluran dana bantuan operasional 
sekolah sehingga kedepannya dapat di 
perbaikiagar penyalurannya tepat waktu. 
2. Pada pihak sekolah dan penyusunan 
anggaran, dalam membuat usulan dan 
program perencanaan dana bantuan 
operasional sekolah (BOS) harus mengacu 
pada petunjuk teknis sehingga 
pemanfaatannya lebih maksimal. 
3. Pengawasan dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) untuk sekolah di 
kabupaten tolitoli perlu di tingkatkan 
kembali untuk lebih meminimalisir 
kesalahan dan meningkatkan pemahaman 
akan petunjuk teknis (Juknis) (mengingat 
program ini sudah berjalan kurang lebih 
15 Tahun) peningkatan tersebut dilakukan  
dengan peningkatan sosialisasi tentang 
mekanisme pengelolaan dana BOS yang 
dilakukan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan tolitoli dan tanggung jawab 
yang lebih mendalam dan rinci agar 
sekolah lebih memahami juknis untuk 
meminimalisir kesalahan yang sering 
terjadi. 





4. Pertemuan dalam rangka pembinaan dan 
pelaporan penggunaan dana BOS serta 
monitoring harus sesuai dengan aturan 
yaitu setiap triwulan sekali atau 4 tahun 
sekali. Perlu adanya perbaikan dalam hal 
manajemen waktu dan kominkkasi oleh 
pelaksana agar kerjasama tim melakukan 
pengawasan dapat ditingkatkan dan 
jadwal pertemuan untuk pembinaan dapat 
terpenuhi secara  rutin setiap tahunnya. 
Mengingat program kebijakan BOS sudah 
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